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ABSTRAK 

 

Dalam menyalurkan produk-produk perbankan, terkadang dalam pembiayaan 

mengalami pembiayaan bermasalah, seperti halnya, tidak membayar sesuai dengan wakt 

yang telah ditetapkan. Demikian pula, pembiayaan yang dilakukan oleh BRI Syariah 

KCP Pati. Oleh karena itu, pihak Bank kemudian melakukan berbagai strategi, antara lain 

dengan cara rescheduling dan reconditioning. 

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian tentang bagaimana 

pelaksanaan penanganan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan rescheduling 

(penjadwalan ulang) dan reconditioning (mengubah persyaratan) untuk menyelesaikan 

pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Pati dan apakah analisis pelaksanaan 

rescheduling dan reconditioning dalam menangani pembiayaan bermasalah sudah sesuai 

dengan syariah Islam atau belum. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif yang menggunakan 2 sumber data yaitu sumber data primer  dan sumber data 

sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Data-data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan 

menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Penelitian ini menghasilkan temuan seperti berikut: Pertama, dari hasil penelitian 

ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan rescheduling dan reconditioning dalam 

penanganan pembiayaan bermasalah ini tidak ada pihak yang dirugikan. Pihak bank tidak 

merasa dirugikan karena nasabah dapat melunasi pembiayaan yang telah diberikan dan 

nasabah yang mempunyai pembiayaan pun juga tidak merasa dirugikan karena diberi 

keringanan dan perpanjang waktu untuk melunasi pembiayaan tersebut. Dalam 

pelaksanaan rescheduling dan reconditioning dalam pembiayaan bermasalah di BRI 

Syariah KCP Pati dimulai dari calon nasabah melengkapi persyaratan permohonan atas 

turunnya omset yang menyebabkan penundaan pembayaan angsuran. Setelah persyaratan 

dilengkapi dapat diajukan ke kantor cabang. Setelah itu persyaratan telah 

didokumentasikan maka bank akan mensurvei lokasi usaha yang mengalami penurunan 

omset tersebut yang akan dilakukan oleh anggota marketing dan reviewer. Kemudian 

hasil survei akan dirapat komitekan untuk memberikan keputusan persetujuan 

dilakukannya rescheduling dan reconditioning. Kedua, mengenai kesesuaian pelaksanaan 

penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan rescheduling dan 

reconditioning  terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47 Tahun 2005 Tentang 

Penyelesaian Piutang Murabahah. Dalam pelaksanaan rescheduling dan reconditioning 

dalam pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Pati telah sesuai karena pelaksanaan 

rescheduling dan reconditioning ini bertujuan untuk menolong atau meringankan beban 

nasabah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap manusia memiliki kebutuhan hidup yang beragam 

jenisnya baik yang bersifat fisik maupun rohani. Sebagaimana diketahui 

bahwa Allah SWT telah menjadikan manusia dengan berbagai naluri, di 

antaranya naluri hidup bermasyarakat. Naluri ini memberi dorongan 

kepada manusia untuk membutuhkan orang lain dalam memenuhi 

keperluan hidup sehari-hari mereka, dan pada dasarnya kebutuhan ini 

berhubungan dengan kemasyarakatan. Oleh sebab itu manusia tidak 

dapat hidup sendiri tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Seperti 

halnya nasabah (orang tua) membutuhkan dana untuk membayar UKT 

anaknya yang masih kuliah di Universitas, sehingga nasabah meminta 

pertolongan ke lembaga keuangan (Bank) dengan mengajukan 

pembiayaan guna untuk membayar UKT anaknya. 

Pada dasarnya pengertian lembaga keuangan (bank) adalah 

lembaga perantara, dimana fungsinya untuk menghimpun dana ‎dari 

masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan lagi dana tersebut 

kepada ‎masyarakat yang membutuhkan dana. Agar fungsi bank tersebut 

dapat berjalan ‎dengan baik, maka suatu bank memerlukan kinerja 

keuangan yang sehat sehingga ‎fungsi intermediasinya dapat berjalan 

dengan lancar. Lembaga keuangan Bank secara operasi dibina dan 

diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sedangkan lembaga 

keuangan non bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki 

berbagai macam jenis lembaga jenis keuangan bank dan memiliki ciri-
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ciri usahanya sendiri. Sedangkan, pembinaan dan pengawasan dari sisi 

pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah 

Nasional (DSN). Lembaga keuangan bank sendiri di bagi menjadi dua 

macam, yakni bank konvensional dan bank syariah.
1
 

Bank konvensional ialah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan 

ketentuan yang telah ditetapkan. Bank syariah ialah perbankan yang 

segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha 

syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 

dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nama bank syariah 

sebenarnya hanya digunakan di Indonesia saja, bank syariah pada 

internasional disebut sebagai bank Islam. 

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang perbankan syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dari ketentuan tersebut dapat 

dilihat bahwa perbankan perlu melaksanakan program-program yang 

dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu program 

tersebut adalah dengan pemberian pembiayaan kepada masyarakat yang 

nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Menurut Drs H. Malayu SP. mengatakan pembiayaan adalah 

semua jenis pembiayaan yang harus dibayar kembali bersama bagi hasil 

oleh nasabah pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah 

                                                           
1
 Malayu. Hasibuan Dasar- Dasar Perbankan, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001. h.30 
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disepakati.
2
 Dalam ‎pemberian pembiayaan, terdapat masalah-masalah 

dalam ‎pemberian pembiayaan tersebut, seperti ‎adanya kredit macet atau 

bisa disebut dengan Non ‎Performing Financing (pembiayaan 

bermasalah), ‎yang dalam hal ini banyak faktor-faktor ‎yang 

menyebabkan pembiayaan tersebut.‎ 

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU 

No. 10 1998 Pasal 8 ‎‎dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan 

prinsip kehati-hatian agar nasabah ‎mampu melunasi utangnya atau 

mengembalikan pembiayaan sesuai dengan ‎perjanjian sehingga ‎resiko 

kegagalan atau kemacetan dalam pelunasanya dapat dihindari.‎
3 

Walaupun demikian, pembiayaan yang diberikan kepada para 

nasabah tidak akan ‎lepas dari ‎resiko terjadinya pembiayaan bermasalah 

yang akhirnya dapat memengaruhi ‎terhapat kinerja bank ‎syariah 

tersebut. Dalam resiko pembiayaan merupakan risiko yang ‎disebabkan 

oleh kegagaalan ‎counterparty dalam memenuhi kewajiban. Secara 

umum dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BRI Syariah 

kepada nasabah, pihak BRI Syariah  atau lembaga keuangan lainya 

selalulu memperhatikan prinsip-prinsip penilaian dalam pemberian 

pembiayaan diantaranya (Character), kemampuan (Capacity), modal 

(Capital), agunan (Collateral), prospek usaha (Condition of economic), 

kaitannya dalam bank BRI Syariah atau lembaga keuangan lainnya 

yang memberikan pembiayaan, maka prinsip penilaian berdasarkan 

ketentuan Al-Qur’an‎dan‎Hadits‎(Syariah)‎sangat‎perlu dilakukan untuk 

proses pemberian pembiayaan. 

                                                           
2
 ;Ibid. h. 31 

3
 I Made Wirantha, Metodelogi Penilitian Sosial Ekonomi, Yogyakarta:Penerbit Andi, 

2006, h. 15-16 
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BRI Syariah pernah terjadi permasalahan, salah satunya adalah 

kredit macet.atau pembiayaan bermasalah. Kredit macet sangat erat 

kaitannya dalam pembiayaan dan hampir tidak lepas diantara keduanya. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis membahas tentang 

penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara 

Rescheduling dan Reconditioning. Penyelamatan Rescheduling yaitu 

cara penyelesaian kredit bermasalah dengan cara penjadwalan kembali. 

Hal yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu angsuran 

kepada nasabah pembiayaan. Hal ini bertujuan agar nasabah 

mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan pembiayaan 

serta memperkecil jumlah angsuran karena waktunya diperpanjang. 

Sedangkan penyelamatan Reconditional yaitu cara penyelesaian dengan 

cara mengubah berbagai persyaratan yang ada serta penurunan bagi 

hasil, serta penundaan pembayaran bagi hasil. Hal ini dilakukan agar 

dapat membantu meringankan nasabah.
4 

Terjadinya kredit bermasalah di BRI Syariah dapat diakibatkan 

dari beberapa faktor seperti faktor kelemahan bank dalam menganalisis, 

faktor kenakalan nasabah, dan faktor keadaan (peraturan pemerintah, 

resiko bisnis dan nasabah). 

Proses pengamanan yang dilakukan BRI Syariah tidak hanya 

pada saat akan memberi pembiayaan, tetapi juga selama pembiayaan itu 

berlangsung hingga pembiayaan itu dikembalikan oleh nasabah. 

Kembalinya modal BRI Syariah bisa terjadi karena memang nasabah 

tersebut mampu membayar angsuran atau bisa juga karena nasabah 

tersebut tidak mampu membayar sehingga barang yang menjadi 

                                                           
4
 Faturrahmah Djamil,. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, 

Jakarta: SinarGrafik, 2012 hal: 73 



 
 
 

5 
 

jaminan di bank kemudian dijual dan hasilnya untuk menutup 

kewajiban nasabah tersebut. 

Namun, sebelum sampai pada proses penjualan barang agunan, 

tak jarang Bank BRI Syariah terlebih dahulu melakukan penyelesaian 

pembiayaan bermasalah dengan cara kekeluargaan sebagai upaya 

menyelematkan pembiayaan dengan harapan nasabah dapat kembali 

mampu menyelamatkan kewajiban terhadap bank. Dari paparan di atas 

inilah yang menjadi focus penelitian dalam pembuatan tugas akhir (TA) 

dengan judul “Studi Analisis Rescheduling dan Reconditioning 

Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BRI SYARIAH 

KCP PATI” 

B. RUMUSAN MASALAH 

   Berdasarka pada latar belakang di atas, maka penulis focus 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

a) Bagaimana Pelaksanaan Rescheduling Dan Reconditioning Dalam 

Upaya Menangani Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah KCP 

Pati? 

b) Apakah Analisis Terhadap Pelaksanaan Rescheduling Dan 

Reconditioning dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BRI 

Syariah KCP Pati Telah Sesuai dengan Syariah Islam? 

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

Penelitian Tugas Akhir ini dibuat untuk mengetahui jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan yang muncul di atas, dengan tujuan: 
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a) Untuk mengetahui Pelaksanaan Rescheduling Dan Reconditioning 

Dalam Upaya Menangani Pembiayaan Bermasalah Di PT. Bank 

BRI Syariah KCP Pati 

b) Untuk mengetahui dan memahami Analisis Terhadap Pelaksanaan 

Rescheduling Dan Reconditioning Terhadap Penanganan 

Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank BRI Syariah KCP Pati 

   Selain memiliki tujuan-tujuan yang telah disebutkan di atas, 

penulis juga memaparkan kegunaan dalam penulisan Tugas Akhir ini, 

baik bagi mahasiswa, UIN Walisongo Semarang, maupun bagi 

pembaca. Adapun kegunaannya antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

a. Mengetahui lebih dalam tentang bagaimana pembiayaan 

bermasalah (Non-Performing ‎Financing) dalam sebuah lembaga 

keuangan bank, terutama faktor-faktor yang mempengaruhi dari 

‎pembiayaan bermasalah tersebut dan bagaimana signifikansi 

dari faktor-faktor tersebut sehingga ‎bisa di analisis agar mampu 

memberi keputusan yang baik bagi lembaga keuangan bank 

tersebut ‎dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan 

bermasalah tersebut.‎ 

b. Untuk prasarat nilai mata kuliah Metode Penelitian Perbankan 

Syariah pada Program Studi DIII Perbankan Syariah di UIN 

Walisongo Semarang. 

c. Memberikan pengetahuan dan informasi dari dunia praktis yang 

sangat berguna untuk disinkronkan dengan pengetahuan teori 

yang didapat di bangku kuliah. 

2. Bagi UIN Walisongo Semarang 

a. Memperkenalkan UIN Walisongo Semarang kepada masyarakat 

luar khususnya Program Studi DIII Perbankan Syariah. 
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b. Sebagai tambahan referensi literatur serta informasi khususnya 

bagi mahasiswa UIN Walisongo Semarang Program Studi DIII 

Perbankan Syariah. 

3. Bagi Pembaca 

Sebagai tambahan wawasan tentang bagaimana Bank BRI 

Syariah melakukan penanganan mengenai Pembiayaan bermasalah. 

Dalam hal ini berhubungan dengan strategi yang digunakan pihak 

Bank BRI Syariah dalam pencegahan Pembiayaan bermasalah dan 

penyelamatan Pembiayaan bermasalah. 

4. Manfaat Bagi Peneliti Lain 

Sebagai bahan untuk pertimbangan dalam melakukan 

penelitian selanjutnya sehingga dapat ‎memudahkan penelitian serta 

memahami dan mengetahui lebih dalam dalam penganalisisan 

faktor-‎faktor yang mempengaruhi non-performing financing 

(pembiayaan bermasalah).‎ 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi bank untuk secara 

lebih cermat dan selektif dalam memformulasikan 

penyelamatan kredit secara efektif dan efisien dalam rangka 

melakukan tindakan penyelamatan kredit debitur bermasalah. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi bank untuk 

menemukan instrumen effektif dan effisen yang dapat 

ditempuh dalam rangka melakukan penyelesaian kredit debitur 

bermasalah dengan tingkat pengembalian kredit yang 

maksimal. 
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D. TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian yang membahas tentang pelasanaan Rescheduling dan 

Reconditioning dalam penanganan pembiayaan bermasalah maupun 

pembiayaan bermasalah bukanlah penelitian yang ada pertama kalinya, 

tetapi telah ada beberapa peneliti lain yang juga meneliti masalah ini. 

untuk itu saya selaku penulis telah melakukan beberapa penelusuran 

terhadap hasil karya ilmiah lainnya yang juga membahas mengenai 

penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara Rescheduling dan 

Reconditioning ini dan akan menggunakannya sebagai landasan teoritis 

dan perbandingan dalam membahas penelitian yang akan penulis bahas 

ini. Adapun penelitian yang juga membahas mengenai kredit macet atau 

pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah adalah sebagai 

berikut : 

a) Bekti Krestiantoro dalam penelitian skripsinya yang berjudul 

“Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan 

Hak Tanggungan Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Cabang‎ Semarang”‎ PT.‎ Bank‎ Rakyat‎ Indonesia‎ telah‎ berusaha‎

untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang dilakukan berdasarkan 

kesepakatan antara bank dengan debitor yang masih mempunyai 

itikad baik maupun kooperatif dalam upaya penyelesaian 

bermasalah. Selanjutnya dengan penagihan yang dilakukan dengan 

mendatangi debitor secara langsung dan debitor diminta melakukan 

pembayaran dalam jumlah tertentu dari kewajibannya kepada Bank 

dalam jangka waktu tertentu yang dituangkan dalam surat 

pernyataan kesanggupan debitor. 

b) Hudha Tri Elfianto dalam penelitian Tugas Akhir Jurusan Perbankan 

Syariah‎ Di‎ UIN‎Walisongo‎ Semarang‎ dengan‎ judul‎ “Penanganan‎
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pembiayaan bermasal dengan menggunakan Rescheduling  dan 

Reconditioning di bank BPRS PNM BINAMA SEMARANG” 

c) Penelitian‎ skripsi‎ Rita‎ Rosmilia‎ yang‎ berjudul‎ “Pelaksanaan‎

Penyelesaian‎ Kredit‎ Bermasalah”‎ (Studi‎ Di‎ PT.‎ Bank‎ Rakyat‎

Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura) Pelaksanaan 

pemberian kredit di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang 

Pattimura telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan 

serta peraturan  peraturan pokok perkreditan yang berlaku, baik 

peraturan intern BRI yaitu Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis 

Ritel dan ketentuan-ketentuan Bank Indonesia yaitu SK Direksi 

Bank Indoensia No.27/162/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang 

Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB). 

Pihak BRI juga telah berusaha maksimal untuk meminimalisir 

terjadinya kredit bermasalah dengan mengadakan pembinaan dan 

pengawasan terhadap debitur dan manajemen perusahaannya. Oleh 

karena itu penyusun memposisikan penulisan Penlitian ini dengan 

judul “Studi Analisis Rescheduling dan Reconditioning Dalam 

Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank BRI Syariah 

KCP Pati” 

Perbedaan penelitian ini dengan karya-karya di atas adalah dalam 

landasan yang digunakan dalam karya-karya yang telah ada, 

pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning menggunakan aturan BI 

yang berlaku, sedangkan penelitian yang penulis ambil saat ini lebih 

berpedoman pada Fatwa DSN yang sesuai syariat islam dan mengikuti 

anjuran dalam al-Qur’an‎yang‎terdapat‎pada‎Q.S‎al-Baqarah: 280. 
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E. METODE PENELITIAN 

Di dalam penyusunan tesis ini dibutuhkan data yang akurat, baik 

berupa data primer maupun data sekunder. Hal ini untuk memperoleh 

informasi yang diperlukan guna penyusunan Tesis yang memenuhi 

syarat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam menyelesaikan 

suatu masalah diperlukan suatu metode yang harus sesuai dengan 

permasalahan yang akan dibahas. Dengan metode yang telah ditentukan 

lebih dulu, diharapkan dapat memberikan hasil yang baik maupun 

pemecahan yang sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. Dengan cara ilmiah, diharapkan data yang akan didapatkan 

adalah data yang obyektif,dan valid.
5
 

Sedangkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian 

merupakan kegiatan yang mengunakan penalaran empirik dan atau non 

empirik dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang 

bersangkutan. Istilah "metodologi" berasal dari kata "metode" yang 

berarti "jalan ke" namun demikian, menurut kebiasaan metode 

dirumuskan, dengan kemungkinankemungkinan, sebagai berikut:
6
 

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan 

penilaian; 

2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan; 

3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. 

Metode, adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara 

memecahkan suatu masalah; sedangkan penelitian, adalah penyelidikan 

secara hari-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk 

                                                           
5
 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Alumni, Bandung, 1986, hal 

15-16 
6
 Ronny Hanitijo Soemitro, Makalah Pelatiihan Metodologi Ilmu Sosial, Undip, 

1999/2000, hal 2 
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menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian, dapat 

diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memcahkan 

masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Agar penelitian 

tersebut memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang 

disebut metode penelitian. Metode penelitian adalah cara-cara berfikir 

dan berbuat, yaitu dipersiapkan dengan baik-baik untuk 

mengadakanpenelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.
7
 

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan, adalah suatu cara bagaimana 

memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari 

pemecahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan 

penelitian. Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif, artinya prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek 

penelitian yang menggunakan alat pengukuran maupun alat 

pengambialn data langsung pada subyek sebagai sumber 

informasi yang dicari.
8
 Dalam penyusunan tugas akhir ini, data 

primer adalah informasi tentang strategi penanganan 

pembiayaan bermasalah yang diperoleh dari wawancara di BRI 

Syariah KCP Pati dan terjun langsung ke lapangan juga. 

                                                           
7
 Ibid, h.64 

8 
Ibid, hal.83 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut 

dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh 

pihak lain.
9
 Data sekunder yang didapat dalam penyusunan 

tugas akhir ini adalah lampiran formulir, brosur, modul tentang 

produk-produk di BRI Syariah KCP Pati, dan buku-buku bacaan 

di perpustaan yang menunjang Penelitian ini. 

3. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan 

melakukan tanya jawab kepada seseorang atau beberapa orang 

yang diwawancarai untuk memperoleh data dalam penelitian di 

Bank BRI Syariah KCP Pati. Percakapan dilakukan oleh pihak 

kedua, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
10

 

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu yang 

berkaitan dengan penyelesaian penanganan kredit bermasalah 

melalui penerapan Rescheduling dan Reconditioning dalam 

penanganan pembiayaan bermasalah di Bank BRI Syariah, hal 

ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau salah 

pengertian permasalahan yang diangkat. 

2. Dokumentasi  

Pengumpulan data melalui dokumentasin ini adalah cara 

mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa 

                                                           
9
 Ibid, hal.116 

10
 Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, cet. Ke-24, Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2007 hal.186 
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catatan, buku dengan cara meminjam data atau laporan-laporan, 

dokumentasi resmi, dsb. Penulis pengumpulan data yang releva 

tentang keadaan yang ada di Bank BRI Syariah yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan 

yaitu berupa laporan pembiayaan nasabah, brosur yang terdapat 

di BRI Syariah dan buku-buku bacaan yang menunjang 

penelitian 
11

 

3. Catatan Pengamatan (Observasi) 

Catatan pengamatan (bservasi) merupakan salah satu 

dari teknik pengumpulan data kualitatif. Pengamatan untuk 

memperoleh data dalam penelitian memerlukan ketelitian untuk 

mendengarkan dan perhatian yang hati-hati dan terperinci pada 

apa yang dilihat. Catatan pengamatan pada umumnya berupa 

tulisan tangan.
12

 

4. Metode Analisis Data 

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga metode analisisi data 

kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian 

berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.
13

 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir 

                                                           
11 

Ibid 
12 

Ibid 
13 

Ibid 
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dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi 

data. Seperti halnya yang dilakukan penulis dalam penelitian ini. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi 

disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan 

kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif 

(berbentuk catatan lapangan). 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis 

data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang 

dapat digunakan untuk mengambil tindakan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Bab I : Pendahuluan. 

Dalam pendahuluan ini dijelaskan tentang hal-hal yang 

berkaitan dan berhubungan dengan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan, penelitian terdahulu, metodologi 

laporan tugas akhir, serta sistematika penulisannya. 

Bab II : Landasan Umum 

Dalam bab ini berisi tentang penulisan laporan tugas akhir, 

penulis akan memberikan beberapa pengertian yang berhubungan 

dengan judul penelitian yang diajukan, karena tanpa pengertian 

yang jelas akan menyebabkan informasi yang disajikan tidak sesuai 

dengan yang diharapkan. 
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Bab III : Gambaran Umum Bank BRI Syariah KCP Pati 

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum dan sejarah 

berdirinya Bank BRI Syariah KCP Pati, visi dan misi, struktur 

organisasi, produk-produk, proses pengajuan pembiayaan, 

penyajian data pembiayaan, serta strategi penanganan pembiayaan 

bermasalah pada Bank BRI SyariahKCP Pati 

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang analisis mengenai bagaimana 

pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning dalam penanganan 

pembiayaan bermasalah pada bank BRI Syariah KCP Pati, analisis 

pelaksanaan dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang 

didilakukan oleh bank BRI Syariah KCP Pati, dengan cara 

Rescheduling dan Reconditioning dalam upaya penanganan 

pembiayaan bermasalah pada bank BRI Syariah KCP Pati 

Bab V Penutup. 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Bank Syariah  

1. Pengertian Bank Syariah 

Bank syari’ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak 

mengandalkan operasionalissinya pada bunga. Bank Islam atau biasa 

disebut dengan Bank tanpa bunga, adalah lembaga 

keuangan/perbangkan yang operasional dan produknya 

dikembangkan berlandaskan pada Al Qur’an dan Hadits Nabi SAW. 

Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha 

pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu 

lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya 

disesuaikan dengan prinsip syari’at Islam. 

Antonio dan perwataadmadja membedakannya menjadi dua 

pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan 

prinsip syariat Islam.
1 

Bank Syari’ah adalah 

1) Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari’at Islam 

2) Bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-

ketentun Al Qur’an dan Hadits.
2
 

Sementara Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari’ah 

Islam adalah Bank yang dalam operasinya itu mengikuti ketentuan-

                                                           
1 
Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi’I Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam. 

Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997, Hlm.1 
2 
Ibid, h.2 
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ketentuan syari’at Islam, khususnya yang menyangkut tata cara 

bermuamalah secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara 

bermuamalah itu harus dijahui oleh hal-hal dan praktek-praktek yang 

dikhawatirkan mengandung unsure riba untuk diisi dengan kegiatan-

kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.
3 
 

2. Fungsi Bank Syariah 

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi menyalurkan 

dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga 

member pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.
4  

Penjelasan pembiayaan bermasalah diterangkan dalam pasal 8 

UU no. 10 tahun 1998 disebutkan bahwa, pembiayaan berdasarkan 

prinsip syari’ah yang diberikan oleh mengandung resiko, sehingga 

dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat
.5

 Untuk 

mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian pembiayaan 

berdasarkan prinsip syari’ah dalam arti keyakinan atas kemampuan 

dan kesanggupan nasabahuntuk melunasi kewajiban sesuai dengan 

yang diperjanjikan merupakan faktor yang penting yang harus 

diperhatiakn oleh bank. Untuk memperoleh kenyakinan tersebut, 

sebelum memberi pembiayaan, bank harus kompeten dengan 

menerapkan prinsip kehati-hatian yang meliputi 5C yaitu watak 

                                                           
3
 Ibid hal. 2 

4 
Ismail.Perbankan Syariah, Jakarta : Kencana-Prenada Media Group2011,h.39 

5 
Ibid, h.37 
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(Caracter), kemampuan (Capacity), modal (Capital), agunan 

(Collateral), prospek usaha (Condition of economic).
6
 

Para nasabah yang memperoleh pembiayaan dari bank, belum 

tentu seluruhnya dapat mengembalikan pembiayaannya dengan lancar 

sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Pada kenyataannya di 

dalam praktik selalu ada beberapa nasabah yang tidak mengembalikan 

hutangnya dengan tepat waktu kepada bank. Sehingga bank tidak bisa 

berkerja dengan maksimal jika pembiayaan yang diberikan kepada 

nasabah yang macet dalam pembayarannya.
7
 

Pembiayaan bermasalah atau bisa disebut dengan istilah kredit 

macet, adalah pembiayan atau hutang yang tidak dapat dilunasi oleh 

nasabah karena suatu alasan sehingga bank selaku pemberi pinjaman 

harus menyelesaikan pembiayaan bermasalah kepada nasabah dengan 

melakukan eksekusi barang jaminan.
8 

Pembiayaan bermasalah 

menggambarkan situasi dimana persetujuan pembiayaan mengalami 

resiko kegagalan, dan cenderung mengalami kerugian. 

3. Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya 

pembiayaan bermasalah atau kredit  macet menurut Gatot Supramono 

dalam buku Perbankan dan masalah kredit adalah:
9
 

a. Faktor yang Berasal dari Nasabah 

1) Nasabah menyalah gunakan pembiayaan  

                                                           
6
 Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Perbankan 1999 (Undang-Undang No. 10 

Tahun 1998), Redaksi Sinar Grafika, Cet III: Jakarta, 2002, hlm.40. 
7 
Ibid, h.43 

8
 Ibid. h.45 

9
 Ibid. h.270 
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Setiap pembiayaan yang diperoleh nasabah telah 

diperjanjikan dalam kontrak tentang tujuan pemakaian 

pembiayaan. Dengan demikian, nasabah yang telah menerima 

dana pembiayaan wajib mempergunakan sesuai dengan 

tujuan. Pemakaian pembiayaan yang menyimpang dari 

pemakaiannya, akan mengakibatkan nasabah tidak 

mengembalikan kredit sebagaimana mestinya. 

2) Nasabah yang kurang mampu mengelola usahanya 

Nasabah yang telah menerima fasilitas pembiayaan, 

ternyata dalam prakter tidak mengelola usahanya dengan baik. 

Nasabah tidak professional dalam melakukan pekerjaan 

karena kurang menguasai secara teknis usaha yang 

dijalankannya. Akibatnya, hasil kerja yang kurang maksimal 

sehingga mempengaruhi penghasilan. 

3) Nasabah biriktikad tidak baik 

Nasabah yang sengaja dengan segala upaya untuk 

mendapatkan pembiayaan dari bank. Namun setelah 

pembiayaan diperoleh digunakan begitu saja tanpa dapat 

dipertanggung jawabkan. Nasabah semacam ini dari awal 

memang tidak beriktikad baik, karena tujuannya jahat yaitu 

untuk membobol bank. Biasanya sebelum kredit jatuh tempo, 

nasabah sudah melarikan diri. 

b. Faktor yang Berasal dari Bank 

1) Kualitas pejabat bank yang buruk 

Pejabat bank yang kurang professional tentu sulit yang 

diharapkan dapat memperoleh hasil kerja yang maksimum. 

Terutama pejabat di bagian pembiayaan, kualitasnya dapat 

mempengaruhi keputusan penyaluran pembiayaan yang tidak 

sebagaimana mestinya. 
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2) Persaingan antar bank yang ketat 

Dengan adanya persaingan bank yang ketat, akan 

mempengaruhi bank untuk bertindak spekulatif dengan cara 

member fasilitas yang mudah kepada nasabah., tetapi di pihak 

lain langkah yang di ambil bank telah mengabaikan prinsip-

prinsip perbankan yang sehat. 

3) Hubungan internal bank 

Pembiayaan macet juga dapat terjadi karena bank terlalu 

memperhatikan hubungan ke dalam bank, penyaluran 

pembiayaan tidak merata, dan cendeung diberikan kepada 

pengurus, pengawas, dan pegawai bank. Di samping itu juga 

bank lebih mengutamakan hubungan dengan perusahaan-

perusahaan yang masih dalam kelompoknya (indik 

perusahaan, anak perusahaan) dalam pemberian pembiayaan. 

Akibatnya, apabila pembiayaan bermasalah berpengaruh 

kepada bank yang kurang berani bertindak tegas. 

4) Lemahnya pengawasan bank 

Mulai dar proses pemberian pembiayaan, terjadinya 

perjanjian pembiayaan sampai dengan pelaksanaan perjanjian 

pembiayaan yang selalu mendapat pengawasan. Pekerjaan 

bank yang diawasi oleh pengawas intern bank dan pengawas 

ekstern bank yaitu BI. Salah satunya faktor yang terjadi 

pembiayaan bermasalah adalah lemahnya pengawasan 

terhadap bank. 

B. Penanganan Pembiayaan Bermasalah 

1. Pengertian Rescheduling 

Rescheduling yaitu perubahan syarat pembiayaan yang hanya 

menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu yang termasuk masa 

tenggang, baik yang meliputi perubahan besarnya atau tidaknya angsuran. 
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Secara khusus Rescheduling bertujuan agar nasabah dapat menyusun 

dana langsung secara lebih pasti, memastikan pembayaran yang lebih 

tepat, dan memunginkan nasabah untuk mengatur pembiayaan kepada 

pihak lain selain kepada Bank.
10

 Proses tersebut sesuai denganpetunjuk 

al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 280: 

                  

 Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, 

Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan.(QS. Al-

Baqarah:280). 

2. Pengertian Reconditioning dan  

Reconditioning yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-

syarat pembiayaan pada perubahan jadwal penundaan pembayaran bagi 

hasil Upaya penyelamatan pembiayaan dengan Reconditioning ini 

bertujuan untuk menyelesaikan kemampuan membayar nasabah dengan 

kondisi yang terjangkau oleh si nasabah.
11 

Hal ini sesuai dengan firman 

Allah yang terdapat pada surah al-Baqarah ayat 280: 

                       

Dan apabila kamu  menyedekahkan (sebagian atau semua utang) 

itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.(QS. Al-

Baqarah:280) 

3. Pengertian Restructuring 

Restructuring adalah penataan kembali dengan mengubah persyaratan 

pembiayaan dengan cara penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank, 
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 Gatot Suprapnoto, Perbankan dan Masalah Kredit, Jakarta: PT. Rikena Cipta,2009, 

hlm. 269 
11

 Ibid. h.271 
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konversi akad, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah 

jangka waktu menengah.
12

 

C. Fatwa DSN MUI No. 47 Tahun 2005 tentang : Penyelesaian Piutang 

Murabahah bagi Nasabah yang tidak mampu membayar. 

1. Berdasar  Keputusan  Fatwa DSN MUI No. 47 Tahun 2005 tentang : 

Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah yang tidak mampu 

membayar. 

a) Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah/anggota 

kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati. 

b) Nasabah/anggota  melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil 

penjualan obyek tersebut. 

c) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, maka LKS 

mengembalikan sisanya kepada nasabah/anggota. 

d) Apabila hasil penjualan lebih kecil, maka sisa utang tetap menjadi 

utang nasabah/anggota. 

e) Apabila nasabah/anggota  tidak mampu membayar sisa utangnya, 

maka LKS dapat membebaskannya. 

2. Berdasar Keputusan Fatwa DSN MUI No. 48 Tahun 2005 Tentang : 

Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. 

 LKS  boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) 

tagihan murabahah bagi nasabah/anggota yang tidak dapat melunasi, 

dengan ketentuan: 

f) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. 

g) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah 

biaya riil. 
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h) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan   kesepakatan 

kedua belah pihak. 

2. Berdasar Keputusan Fatwa : DSN MUI No. 49 Tahun 2005 Tentang : 

Konfersi Akad Murabahah.  

Ketentuan Konversi Akad . 

LKS boleh melalukan konversi dengan membuat akad  (akad baru) 

bagi nasabah/anggota  yang tidak bisa  menyelesaikan/melunasi 

pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah 

disepakati, tetapi ia masih prospektif, dengan ketentun : 

a. Akad murabahah dihentikan, dengan cara : 

i. Obyek murabahah dijual nasabah/anggota  ke LKS dengan 

harga pasar. 

ii. Nasabah/anggota melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil 

penjualan. 

iii. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, maka kelebihan itu 

dapat  dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal 

dari mudharabah dan musyarakah. 

iv. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa 

utang tetap menjadi utang nasabah/anggota, yang pelunasannya  

disepakati antara LKS dan nasabah/anggota.  

b. LKS dan Nasabah/anggota eks- murabahah tersebut  membuat akad 

baru dengan akad : 

1) IMBT (Ijarah Mumtahiya Bit Tamlik) dengan merujuk kepada : 

Fatwa DSN No. 27 Tahun 2002 Tentang  IMBT. 

2) Mudharabah dengan merujuk kepada : Fatwa DSN No.07 Tahun 

2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah. Atau 
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3) Musyarakah dengan merujuk kepada : Fatwa DSN No.08 tahun 

2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PT. BANK BRISYARIAH KCP. PATI 

 

A. Sejarah Berdirinya BRI Syari’ah  

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., 

terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah 

mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui 

suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 

November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. 

Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula 

beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan 

perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.
1
 

Dua tahun lebih PT. Bank BRISyariah hadir mempersembahkan 

sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai 

kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih 

bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service 

excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan 

nasabah dengan prinsip syariah.
2
 

Kehadiran PT. Bank BRISyariah di tengah-tengah industri 

perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti 

logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan 

masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah 

yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi 

warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih 

                                                           
1
 Wawancara dengan Bapak Uki Wahyu Triyogo Selaku Brand Operational 

Supervisor di BRI Syariah Cabang Pati Pada Hari Selasa, 19-01-2016, Pukul: 16.00 
2 
Ibid 
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sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero), Tbk., 

Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 

Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. 

Bank BRISyariah (proses spin off-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 

Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir 

selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan 

Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.
3
 

Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga 

terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat 

baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. 

Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah 

menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai 

ragam produk dan layanan perbankan.
4
 

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah merintis 

sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan 

memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., 

sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang 

berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan 

konsumer berdasarkan prinsip Syariah.
5
 

B. VISI DAN MISI 

Adapun Visi Misi BRI Syariah sebagai berikut:
6
 

                                                           
3
 Ibid 

4 
Ibid 

5 
Ibid 

6
 Ibid 
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VISI: Menjadi Bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan, 

financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah 

untuk kehidupan lebih bermakna. 

MISI 

a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan financial nasabah 

b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai 

prinsip-prinsip syariah 

c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun 

dimanapun 

d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup 

dan menghadirkan ketentraman pikiran 

C. Nilai Utama BRI Syariah  

a. Kemudahan dan kenyamanan dalam melayani 

b. Pemahaman mendalam yang progresif 

c. Focus pada masyarakat 

d. Penerapan etika secara esklusif.
7
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D. Struktur Organisasi BRI Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

PINCAPEM (Pimpinan Cabang Pembantu): Rachman Suwondo 

BOS (Branch OPerasional Supervisor) : Uki Wahyu Triyogo 

AO (Account Officer) : Erna Kurniati 

UH (Unit Head) : Sulistiaji 

AOM (Account Officer Micro) : Budi Setyo, Aris Purnomo, Antana 

Dwi Prabowo, Nur Mualim, Suroso, dan Ridha Kurniawan 

CS (Costumer Service) : Fika Triyaningsih 

Teller : Chintya Aini Badria 

Security : Muslikun, Tatak Taufika 

OB (Office Boy) : Edi Efendi 

PINCAPEM 

UH BOS AO 

CS TELLE

R 

AOM AOM AOM AOM 

SECURITY OB 
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Uraian dan Tugas:
8
 

Berikut adalah uraian pembagian tugas masing-masing jabatan 

di BRI Kantor Cabang Pembantu Pati: 

1. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pimpinan Cabang 

Pembantu adalah Merencanakan, mengkoordinir seluruh 

kegiatan kantor cabang yang meliputi kegiatan pemasaran dan 

operasional untuk menjamin tercapainya target yang di tetapkan 

secara efektif dan efisien untuk Bank. 

2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Branch Operation 

Supervisor (BOS) adalah Mengkoordinir pelaksanaan 

operasional bank untuk mendukung pertumbuhan bisnis dengan 

cara memberikan service dan layanan yang terbaik sehingga 

transaksi dari nasabah di kantor cabang dapat diselesaikan 

dengan baik.
9
 

3. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Customer service adalah 

sebagai berikut: 

a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan 

informasi produk. 

b. Membantu nasabah dalam melakukan proses pembukaan 

rekening tabungan dan deposito. 

c. Membantu nasabah dalam melakukan proses penutupan 

rekening tabungan dan deposito. 

d. Memberikan informasi saldo simpanan nasabah. 

e. Menerima berkas pengajuan pembiayaan dari calon debitur. 

f. Menyediakan materai untuk akad pembiayaan maupun 

bilyet deposito, dan bertanggung jawab atas pengelolaannya. 
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g. Membuat surat keluar dan memo internal. 

h. Bertanggung jawab atas penomeran surat keluar, surat 

masuk, dan memo internal dan bertanggung jawab atas 

pengarsipannya. 

i. Menyimpan berkas tabungan dan deposito. 

j. Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada 

nasabah, terutama dalam menangani permasalahan transaksi 

nasabah. 

4. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Teller adalah sebagai 

berikut: 

a. Menerima setoran dari nasabah baik tunai ataupun non tunai, 

kemudian memposting di sistem komputer bank. 

b. Melakukan pembayaran tunai kepada nasabah yang 

bertransaksi tunai di konter bank dan melakukan posting di 

sistem komputer bank. 

c. Bertanggung jawab terhadap kesesuaian jumlah kas yang 

ada di sistem dengan kas yang ada di terminalnya. 

5. Tugas,wewenang dan tanggung jawab Account officer adalah 

sebagai berikut:
10

 

Funding: 

a. Mencari atau menghubungi nasabah potensial. 

b. Memberikan informasi seperti brosur dan menjelaskan 

perkembangan hasil usaha perusahaan kepada nasabah. 

Lending: 

a. Bertanggung jawab dalam upaya menyalurkan dana bank 

dalam bentuk pembiayaan yang diberikan kepada 

masyarakat yang dinilai produktif. 
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 Wawancara dengan Ibu Erna Kurniati Selaku Account Officer di BRI Syariah Pati 

Pada Tanggal 11 Januari 2016 
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b. Mencari nasabah potensial yang layak diberikan fasilitas 

pembiayaan. 

c. Melakukan analisa untuk menentukan layak tidaknya 

pengajuan pembiayaan dari masyarakat. 

d. Bertanggung jawab atas kelancaran pengembalian dana yang 

telah disalurkan. 

e. Melakukan penagihan, pengawasan dan pembinaan terhadap 

nasabah yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari 

bank.  

6. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Unit Head adalah 

sebagai berikut :
11

 

a. Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada peminjam. 

b. Menyusun rencana pembiayaan. 

c. Menerima berkas pengajuan pembiayaan. 

d. Melakukan analisis pembiayaan. 

e. Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi 

pembiayaan. 

f. Melakukan administrasi pembiayaan. 

g. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak 

macet. 

h. Membuat laporan perkembangan pembiayaan 

i. Membuat akad pembiayaan. 

7. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Account Officer Micro 

adalah sama dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari 

Account Officer, tetapi AOM melakukan pembiayaannya di 
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bidang mikro yaitu pembiayaan  minimal 25 juta sampai 500 

juta.
12

 

8. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Office boy adalah 

sebagai berikut: 

a. Bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan dan 

merawat alat-alat kantor dan gedung kantor. 

b. Melayani perintah yang menjadi kebutuhan kantor dan 

karyawan. 

c. Menyediakan minum untuk tamu dan semua karyawan 

kantor. 

d. Membantu mengoperasikan mesin foto copy jika 

dibutuhkan. 

9. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Security adalah sebagai 

berikut:
13

 

a. Bertanggung jawab menjaga dan mengendalikan keamanan 

lingkungan kantor dari segala bentuk  kejahatan, ancaman 

keamanan atau yang membuat keonaran lingkungan kantor. 

b. Bertanggung jawab menjaga dan memelihara  semua asset 

yang ada di lingkungan kantor dari ancaman kejahatan. 

c. Bertanggung jawab melindungi karyawan, nasabah, dan 

tamu dari ancaman gangguan keamanan atau kejahatan. 

d. Membantu karyawan kantor BRI Syariah KCP Demak 

melayani customer di saat jam kantor. 

e. Memelihara dan menjaga kebersihan serta ketertiban 

lingkungan. 

f. Mengatur parkir kendaraan dan mempersilahkan nasabah 

yang datang. 
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g. Membantu mengontrol dan mematikan semua peralatan 

kantor lampu, AC atau semua peralatan  yang menggunakan 

listrik saat karyawan selesai bekerja. 

h. Bertanggung jawab mengunci semua pintu saat jam  kantor 

selesai dan membukakan kembali saat jam kerja akan 

dimulai. 

i. Menyerahkan semua kunci kepada penanggung jawab. 

 

E. PRODUK-PRODUK BRI SYARIAH 

1. CONSUMER FINANCING GROUP 

1) KPR (Kepemilikan Pembiayaan Rumah) BRISyariah iB 

a. Definisi  

Pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan 

untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan 

hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) 

dimana pembayarannnya secara angsuran dengan jumlah 

angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap 

bulan. 

b. Fitur dan Manfaat 

KPR iB BRISyariah Produk Pembiayaan KPR 

menggunakan prinsip jual beli (murabahah) dengan akad 

Murabahah bil Wakalah: Akad (Wakalah), pelimpahan 

kekuasaan oleh Bank BRISyariah kepada nasabah, dalam 

hal ini Bank BRI Syariah mewakilkan kepada nasabah untuk 

membeli rumah dari penjual/developer (pengembang). Akad 

(Murabahah), adalah akad jual beli barang dengan 
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menyatakan harga perolehan dan keuntungan (Margin) yang 

disepakati oleh Bank dan Nasabah.
14

 

2) KPR SEJAHTERA iB 

a. Definisi  

KPR Sejahtera Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR 

iB) yang diterbitkan Bank BRISyariah untuk pembiayaan rumah 

dengan dukungan bantuan dana fasilitas likuiditas pembiayaan 

perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah 

(MBR) dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari 

pengembang (developer). 

b. Fitur dan manfaat 

Fixed Income : NPWP Pribadi, (SPT) tahunan Pph (pribadi) atau 

surat pernyataan bahwa penghasilan pokok tidak melebihi batas 

penghasilan pokok yang dipersyaratkan. 

i) KPR Sejahtera (Tapak) : Gaji pokok/Pendapatan Pokok 

Maksimal Rp. 3.500.000,- 

ii) KPR Sejahtera (Susun) : Gaji pokok/pendapatan pokok 

Maksimal RP. 5.500.000,- 

iii) Biaya-Biaya KPR : Sebesar 1% dari Plafon KPR  dan 

dibayarkan 1x muka, Biaya Notaris,biaya materai 

3) KKB (Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BRISyariah 

a. Definisi  

Pembiayaan Kepemilikan Mobil dari BRISyariah kepada nasabah 

perorangan unutk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan 

menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) dimana 
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 Buku Saku Produk BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pati, h.22 
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pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang 

telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.
15 

b. Fitur dan Manfaat 

KKB iB BRI Syariah Produk Pembiayaan KPR menggunakan 

prinsip jual beli (murabahah) dengan akad Murabahah bil 

Wakalah: Akad (Wakalah) Pelimpahan kekuasaan oleh Bank BRI 

Syariah kepada nasabah, dalam hal ini Bank BRI Syariah 

mewakilkan kepada nasabah untuk membeli mobil dari 

penjual/deaker mobil Akad (Murabahah), adalah akad jual beli 

barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan 

(margin) yang disepakati oleh bank dan nasabah.
16

 

4) EmBP (Employee Benefit Program) BRISyariah iB 

a. Definisi 

Program Kerjasama dengan suatu perusahaan yang dituangkan 

dalam Master Agreement berupa fasilitas pembiayaan langsung 

kepada pegawai dari perusahaan yang memenuhi kriteria Bank 

BRISyariah. 

b. Fitur dan Manfaat  

1) Kerjasama Bersifat Ekslusif (HRD maupun Koperasi 

Perusahaan) 

2) Meningkatkan kesejahteraan dan Loyalitas Karyawan 

3) Memenuhi kebutuhan akan perumahan, kendaraan atau 

kebutuhan konsumtif 

4) Proses pembiayaan lebih cepat 

5) KMG/KMJ (Kepemilikan Multi Guna/Jasa) BRISyariah iB 

a. Definisi  
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Pembiayaan yang diberikan khusus untuk pegawai perusahaan 

yang sudah melakukan Master Agreement dengan Bank BRI 

Syariah. Untuk memenuhi segala kebutuhan (barang/jasa) yang 

bersifat konsumtif dengan cara mudah. 

b. Fitur dan Manfaat 

KMG/KMJ bertujuan untuk memberikan pembiayaan, 

pendidikan, traveling/perjalanan dalam rangka ibadah, pernikahan 

serta untuk pembelian barang-barang konsumtif lainnya.
17

 

6) PKE (Pembiayaan Kepemilikan Emas) BRISyariah 

a. Definisi  

Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan Kepemilikan Emas 

dengan menggunakan Akad Murabahah dimana pengembalian 

pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai 

dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan.
18

 

b. Fitur dan Manfaat 

Objek Pembiayaan : Gold Bar batangan 24 K bersetifikat PT. 

ANTAM/Non ANTAM, yaitu emas batangan 24 K dengan 

pecahan : 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram dan 250 

gram. 

7) Gadai BRISyariah iB 

a. Definisi 

Pembiayaan untuk kebutuhan mendesak dan modal kerja usaha 

dengan jaminan berupa emas gadai menggunakan perjanjian 

pinjaman dana (Qardh) dan perjanjian pemberian jasa berupa 

pemeliharaan emas (Ijarah). 

2. MICRO BANKING GROUP 

A) Mikro 25 iB 
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Pembiayaan yang diperuntukkan bagi pedagang/wiraswasta skala 

mikro yang ditujukan untuk usaha produktif dan usahanya sesuai 

prinsip syariah, dengan plafon mulai Rp. 5.000.000-Rp. 25.000.000. 

Jenis pembiayaan ini tidak membutuhkan agunan/jaminan. 

a. Tujuan pembiayaan 

1. Produktif : pembelian barang modal kerja dan investasi yang 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

2. Konsumtif : pembiayaan kepada nasabah eksisting/calon 

nasabah Mikro Banking dengan tujuan pembelian barang-

barang Konsumsi yang digunakan sendiri oleh nasabah atau 

calon nasabah atau keluarga (pasangan calon nasabah : 

suami/istri, orangtua kandung dan anak kandung untuk 

selanjutnya disebut keluarga) untuk pembelian rumah, 

pembelian tanah, pembelian bahan-bahan untuk renovasi 

rumah, pembelian kendaraan bermotor, pembelian alat-alat 

elektronika, yang saat ini belum digarap oleh segmen Mikro 

Banking BRISyariah. 

b. Fitur dan Manfaat 

1) Cash pick-up (antar jemput setoran) yang dilakukan oleh 

Relationship Officer 

2) Nasabah UMS juga dapat menggunakan kartu ATM 

BRISyariah dan bertransaksi diseluruh jaringan kantor cabang 

BRISyariah secara online 

3) Nasabah dapat bertransaksi di lebih dari 20.000 jaringan ATM 

4) Berbagai layanan dapat dilakukan melalui ATM BRISyariah 

5) Layanan perbankan elektronik phone banking call BRIS 500-

789 

6) Jangka waktu pembiayaan 3-36bulan. 
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b. Persyaratan 

1. Usia minimal 21 tahun/ telah menikah untuk usia > 18 tahun 

2. Memiliki usaha tetap 

3. Lama usaha yang sama minimal 3 tahun 

4. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia 

5. Tujuan pembiayaan untuk usaha yang produktif yaitu: barang 

modal kerja atau investasi. Contoh dana penggunaan dana 

oleh nasabah: pembelian peralatan usaha, memperluas tempat 

usaha, menambah stok barang, dll. 

c. Persyaratan Dokumen  

1. Kartu identitas diri (KTP/SIM/Pasport) yang masih berlaku 

2. Kartu Keluarga dan Akta Nikah 

3. Akta Cerai/Surat Kematian Pasangan 

4. Surat Ijin Usaha/Surat Keterangan Usaha 

5. Ukti pembayaran lancer atas pembiayaan/kredit eksisting di 

BRIS/LKK/LKS lain selama 6 tahun terakhir.
19

 

B) Mikro 75 iB 

Pembiayaan yang diperuntungkan bagi pedagang/wiraswasta 

skala mikro yang ditujukan untuk usaha produktif yang usahanya 

yang sesuai prinsip syariah. Dengan plafon mulai > Rp. 5.000.000 – 

Rp. 75.000.000. Jenis pembiayaan ini dibutuhkan agunan/agunan 

a. Tujuan Pembiayaan 

1) Produktif : Pembelian barang modal kerja dan investasi yang 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

2) Konsumtif : pembiayaan kepada nasabah eksisting/calon 

nasabah mikro Banking dengan tujuan pembelian barang-

barang konsumsi yang digunakan sendiri oleh nasabah atau 
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calon nasabah atau keluarga (pasangan calon nasabah : 

suami/istri,orang tua kandung dan anak kandung untuk 

selanjutnya disebut keluarga) untuk pembelian rumah, 

pembelian tanah, pembelian bahan-bahan untuk renovasi 

rumah, pembelian kendaraan bermotor, pembelian alat-alat 

elektronika, yang saat ini belum digarap oleh segmen Mikro 

Banking BRISyariah. 

b. Persyaratan 

1) Lama usaha minimal 2 tahun 

2) Usia Calon Nasabah minimal : 21 tahun atau telah menikah 

untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun dan 

maksimal : 65 tahun saat akhir jangka waktu pembiayaan 

3) Memiliki uasah tetap 

4) Lama usaha yang sama minimal 2 tahun 

5) Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia 

6) Jenis jaminan: tanah, tanah dan bangunan, kios/kas/lapak, 

kendaraan seperti motor dan mobil.
20

 

c. Persyaratan Dokumen 

1) Kartu identitas diri (KTP/SIM/passport) yang masih berlaku 

2) Kartu Keluarga dan Akta Nikah 

3) Akta Cerai/Surat Kematian Pasangan 

4) Surat Ijin Usaha/Surat Keterangan Usaha 

5) Dokumentasi Jaminan: AJB/APHB dari Sertifikat, (Sertifikat 

SHM/SHGB/SITU/SIPTU/Kios), Bilyet Deposito, BPKB 

Kendaraan seperti motor dan mobil) 

6) NPWP
21

 

C) Mikro 500 iB 
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Pembiayaan yang diperuntungkan bagi pedagang/wiraswasta skala 

mikro yang ditujukan untuk usaha produktif yang usahanya yang 

sesuai prinsip syariah. Dengan plafon mulai > Rp. 75.000.000 – Rp. 

500.000.000. Jenis pembiayaan ini dibutuhkan agunan/agunan.
22

 

a. Tujuan Pembiayaan 

1) Produktif : pembelian Barang modal kerja dan investasi 

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

2) Konsumtif : pembiayaan kepada nasabah eksisting/calon 

nasabah Mikro Banking dengan tujuan pembelian barang-

barang konsumsi yang digunakan sendiri oleh nasabah atau 

calon nasabah atau keluarga (pasangan calon nasabah : 

suami/istri, orangtua kandung dan anak kandung untuk 

selanjutnya disebut keluarga) untuk pembelian rumah, 

pembelian tanah, pembelian bahan-bahan untuk renovasi 

rumah, pembelian kendaraan bermotor, pembelian alat-alat 

elektronika, yang saat ini belum digarap oleh segmen Mikro 

Banking BRISyariah.
23

 

b. Persyaratan 

1. Usia minimal 21 tahun/ telah menikah untuk usia > 18 tahun 

2. Memiliki usaha tetap 

3. Lama usaha yang sama minimal 3 tahun 

4. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia 

5. Tujuan pembiayaan untuk usaha yang produktif yaitu: 

barang modal kerja atau investasi. Contoh dana penggunaan 

dana oleh nasabah: pembelian peralatan usaha, memperluas 

tempat usaha, menambah stok barang, dll.
24
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c. Persyaratan Dokumen 

1) Kartu identitas diri (KTP/SIM/passport) yang masih berlaku 

2) Kartu Keluarga dan Akta Nikah 

3) Akta Cerai/Surat Kematian Pasangan 

4) Surat Ijin Usaha/Surat Keterangan Usaha 

5) Surat-surat jaminan 

6) NPWP
25

 

3. RETAIL & LINKAGE GROUP 

i. Pembiayaan KOPKAR (Pembiayaan Koperasi  

Definisi  

Pembiayaan yang diberikan kepada Koperasi Karyawan 

(KOPKAR) dengan mekanisme executing, yang ditujukan : 

i) Akad pembiayaan Mudharabah 

ii) Jangka waktu pembiayaan dapat sampai dengan 60 bulan 

(untuk KOPKAR perusahaan terkemuka) 

iii) Anggota KOPKAR yang memperoleh fasilitas pembiayaan 

dilindungi oleh asuransi kredit
26

 

Kriteria Koperasi 

1. Koperasi Karyawan dari BUMN, Perusahaan Multinasional, 

perusahaan besar swasta nasional. 

2. Koperasi memenuhi persyaratan keabsahan badan hukum 

dari Dinas/Departemen Koperasi sesuai wilayah kerjanya 

serta memenuhi persyaratan perijinan usaha 

(NPWP,TDP,SIUP, keterangan Domisili) 

3. Telah beroperasi minimal 3 tahun 

4. Membukukan laba/keuntungan bersih dalam 2 tahun terakhir 
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5. Wajib memberikan laporan keuangan yang diaudit oleh 

kantor Akuntan Publik (KAP) bagi Koperasi yang memiliki 

total aset diatas Rp 20 miliar 

6. Melaksanakan RAT minimal 3 tahun berturut-turut ditandai 

dengan tersedianya buku laporan RAT 

7. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bnak Indonesia dan 

tidak memiliki kredit macet di perbankan
27 

ii. Pembiayaan Kontruksi Pengembangan Perumahan Untuk 

Developer 

Definisi  

Pemiayaan Kontruksi Pengembangan Perumahan adalah 

pembiayaan kepada pengembang/developer perumahan (landed 

house) untuk pengembangan konstruksi rumah (housing 

construction).
28

 

Fitur : 

i) Target market : Perusahaan berbadan hukum PT atau CV 

atau perorangan 

ii) Akad pembiayaan : Musyarakah 

iii) Obyek bagi hasil : hasil penjualan unit-unit rumah 

iv) Jangka waktu pembiayaan s.d 12 bulan (1 tahun)
29

 

Ketentuan Pembiayaan  

a) Pemohon /pemilik/group pernah atau sedang mendapatkan 

fasilitas pembiayaan kontruksi dari bank umum terutama 

dari BTN dengan lama hubungan minimal 2 tahun dengan 

kolektibilitas selalu lancer sessuai hasil BI Checking. 
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b) Pemohon/pemilik/group mengembangkan minimal 2 proyek 

perumahan dengan realisasi penjualan total minimal sebesar 

Rp 5 miliar. 

c) Pemohon/pemilik/group tercatat sebagai anggota REI atau 

Aspersi atau memperoleh hasil positif berdasarkan 

community checking sesama pengembang. 

d) Nasabah memiliki proyek pengembangan perumahan yang 

sudah menghasilkan secara kontinu atau memiliki usaha lain 

yang dapat menopang proyek konstruksi nasabah yang 

dibiayai bank. 

e) Standar dokumen sesuai ketentuan pembiayaan BRISyariah 

(dokumen legalitas dan perizinan umum) 

f) Dokumen tambahan berupa Keanggotaan REI atau APERSI 

atau laporan hasil community checking sesama pengembang. 

g) Data keuangan tambahan berupa: rincian RAB 

(tanah,sarana,prasana,bangunan, dan lain-lain disertai 

dengan spesifikasi dan gambar bestek), Rencana Arus Kas 

Proyek (Cash Flow), fasibility study dari pihak independen 

atau dari nasabah. 

h) Data legalitas proyek (izin lokasi, bukti penguasaan tanah 

(SHM,SHGB),bukti penguasaan jalan masuk (jika perlu) site 

plan yang disahkan oleh PEMDA;IMB) 

i) Surat keterangan bebas banjir atau Laporan peninjauan 

proyek yang dilakukan ADP yang menyatakan bahwa lokasi 

proyek tidak banjir 

j) Surat keterangan dari PLN 

k) Rencana jadual pengembangan proyek 

l) Copy PBB,SPPH/AJB,Daftar harga tanah dari PEMDA 
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m) Aspek Pemasaran: konsep marketing, target pasar, prestasi 

penjualan, pesaing,dll.
30

 

iii. Pembiayaan Beragunan Tunai 

Definisi 

Adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah 

dengan tetap memenuhi unsur kepatuhan kepada ketentuan 

syariah yang berlaku, dimana pembiayaan dijamin penuh 

dengan agunan tunai berupa deposito BRISyariah.
31

 

Fitur  

a. Penggunaan pembiayaan untuk modal kerja maupun 

investasi 

b. Plafond pembiayaan maksimal 90% dari jumlah nominal 

agunan tunai  

c. Rentang marjin minimal sebesar 2% 

iv. Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Usaha 

Definisi  

Adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk 

pembelian kendaraan roda empat atau lebih (kendaraan 

penumpang dan /atau komersial) yang digunakan untuk sarana 

pendukung usaha (untuk opersasional perusahaan), dalam hal ini 

tidak termasuk alat berat dan usaha transportasi.
32

 

Kriteria nasabah 

i) Akad pembiayaan Murabahah 

ii) Plafond maksimal sebesar 80% dari harga kendaraan yang 

dibiayai 
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iii) Jenis kendaraan yang dibiayai : kendaraan penumpang 

(sedan,SUV,MPV), kendaraan komersial (pick up,box, dan 

truk maksimal roda enam) 

v. Pembiayaan Usaha SPBU 

Definisi  

Adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para 

pengusaha SPBU baik untuk memenuhi kebutuhan modal kerja 

(pembelian BBM) maupun kebutuhan investasi (pembelian 

SPBU, pengembangan SPBU baru, maupun renovasi SPBU).
33

 

Kriteria Nasabah: 

a. Pembiayaan Modal Kerja : 

- Plafond pembiayaan sesuai hasil perhitungan 

kebutuhan modal kerja pembelian BBM berdasarkan 

analisa BRISyariah 

- Jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun dan dapat 

diperpanjang 

b. Pembiayaan Investasi : 

- Pembiayaan diperuntukkan renovasi/pembangunan 

SPBU maksimal 80% dari RAB (diluar pembelian 

tanah dan perijinan). Pembiayaan diperuntukkan 

pembelian SPBU maksimal 80% dari nilai pasar wajar 

SPBU menurut penilaian appraiser. 

- Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun.
34
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1. Pelaksanaan Rescheduling Dan Reconditioning Dalam Upaya 

Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank BRI Syariah 

Sebelum pembiayaan diberikan, untuk menyakinkan bahwa 

nasabah benar-benar dapat dipercaya biasanya dalam penyaluran 

pembiayaan dilakukan dengan menganalisis dengan menggunakan prinsip 

kehati-hatian yang meliputi 5C yaitu Character, capacity, capital, 

collateral, economy condition. Salah satu penilaian tentang kualitas 

portopolio pembiayaan suatu bank dapat dilihat dari tingkat kolektabilitas 

pembiayaannya, yang terdiri atas: 

a. Lancar 

b. Kurang Lancar 

c. Perhatian Khusus 

d. Diragukan 

e. Macet.
1
 

Berdasarkan pengalaman selama ini ada dua hal yang terjadi 

hambatan BRI Syariah dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, 

yaitu:
2
 

a. Unsur ketidaksengajaan 

Nasabah pembiayaan memiliki kemauan untuk membayar, 

akan tetapi  nasabah tidak mampu membayar. Sebagai contoh 
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pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti sakit 

mendadak, kebakaran, kebanjiran, dan sebagainya, sehingga 

kemampuan untuk membayar pembiayaan terhambat atau tidak ada. 

b. Ketidaktepatan waktu 

Ketidaktepatan waktu disini adalah suatu keterlambatan 

nasabah pembiayaan dalam membayar kembali pembiayaan kepada 

pihak BRI Syariah, sehingga mengakibatkan pembiayaan menjadi 

berlarut-larut sehingga mengakibatkan beban nasabah yang 

ditanggung nasabah pembiayaan menjadi semakin besar. Dalam 

kasus yang terjadi di Bank BRI Syariah yang menggunakan strategi 

rescheduling dan reconditioning dari pengamatan di lapangan oleh 

penulis sebagai berikut: 

1. Rescheduling  

Adalah suatu tindakan yang diambil dengan cara mengubah 

syarat-syarat pembiayaan yang menyangkut jangka waktu pembiayaan 

atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini nasabah diberikan 

keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran pembiayaan. 

Pada contoh kasus pembiayaan yang diberikan nasabah 

mengalami pembiayaan bermasalah. Nasabah ini mendapatkan 

pembiayaan sebesar Rp. 17.592.000 dengan rincian pinjaman pokok 

sebesar Rp. 15.000.000 angsuran pokok Rp. 1.250.000 dan angsuran 

marginnya 1,44% atau Rp. 216.000. jadi angsuran nasabah yang ahrus 

dibayar perbulan adalah Rp. 1.466.000. Pada angsuran ke-7 dari jangka 

waktu angsuran selama 12 bulan nasabah mengalami penurunan 

kesulitan keuangan. Akibatnya pinjaman yang semula bisa terselesaikan 

mengalami penundaan. Selanjutnya dari pihak BRI Syariah melakukan 

kunjungan lapangan untuk mencari tahu penyebab nasabah ini 

mengalami penundaan pembayaran angsuran. Setelah dilakukan 

kunjungan piha BRI Syariah mengetahui sebab terjadinya penundaan 
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pembayaran nasabah dikarenakan nasabah mengalami musibah 

kebakaran.
3
 

Penyelesaian yang ditawarkan oleh BRI Syariah kepada nasabah 

adalah dengan cara Rescheduling, sehingga pihak BRI Syariah 

melakukan penentuan waktu yang tepat dalam penyelesaian 

berdasarkan waktu yang telah disepakati oleh pihak BRI Syariah dan 

nasabah. Kemudian dari kesempatan perpanjang waktu tersebut 

akhirnya nasabah memiliki kemampuan untuk menyelesaikan angsuran 

tersebut. Sehingga jangka waktu yang semula 12 bulan menjadi 24 

bulan. Pihak bank tidak merasa dirigikan dan pihak nasabah juga tidak 

merasa dirugikan. 

Jadi dapat ditarik kesimpulan, jika Rescheduling ini sangat 

membantu dalam menangani pembiayaan bermasalah baik terhadap 

pihak Bank BRI Syariah maupun pihak nasabah. Beban yang ditangguh 

oleh nasabah menjadi ringan karena diberi perpanjang jangka waktu 

dalam pengembalian pembiayaan. Piahk BRI Syariah pun juga tidak 

merasa dirugikan karena nasabah dapat melunasi pembiayaannya, 

karena dana yang digunakan untuk pembiayaan tersebut juga berasal 

dari nasabah yang menabung di BRI Syariah KCP Pati. 

2. Reconditioning  

Adalah perubahan kondisi maksudnya dengan cara penundaan 

dan penurunan bagi hasil yaitu bagi hasil tetap dibebankan kepada 

nasabah namun penagihan dan pembayarannya sampai nasabah 

berkesanggupan. Sehingga nasabah menjadi sedikit ringan dalam 

membayar pembiayaannya. 

Pada contoh kasus, nasabah mendapatkan pembiayaan sebesar 

Rp. 16.147.200 dengan rincian pinjaman pokok sebesar Rp. 12.000.000 
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angsuran pokok Rp. 500.000 dan angsuran marginnya 1,44% atau Rp. 

172.800. jadi angsuran nasabah yang ahrus dibayar perbulan adalah Rp. 

672.800. Pembiayaan tersebut mengalami kesulitan pada angsuran ke-

13. Dari bagi hasil pemantauan tersebut, pihak BRI Syariah segera 

melakukan kunjungan usaha untuk mengetahui dan melihat bagaimana 

kondisi usaha yang dijalani nasabah.
4
 

Ternyata dari hasil kunjungan dan pengecekan ternyata kegiatan 

usaha yang dimiliki nasabah sudah tidak berjalan. Dikarenakan nasabah 

ini dikarenakan nasabah mengalami sakit stroke dan belum bisa 

menjalankan usahanya lagi. Dari hasil kunjungan tersebut kemudian 

pihak BRI Syariah melakukan negosiasi kepada pihak nasabah untuk 

mencari jalan keluar bagi nasabah, hal ini dimaksudkan agar baik BRI 

Syariah maupun nasabah dapat memahami secara jelas tentang 

kemampuan pengembalian pembiayaan. Sehingga resiko yang timbul 

dikemudian hari dapat ditekan seminimal mungkin. 

Berdasarkan analisa tersebut kemudian dilakukan tindakan 

Reconditioning yaitu dengan menurunkan beban bagi hasil yang akan 

dibayar oleh nasabah kepada pihak BRI Syariah. Setelah dilakukan 

Reconditioning, nasabah hany diwajibkan membayar angsuran pokok 

saja tiap bulannya. Rp. 600.000 pembayaran bagi hasil ditunda sampai 

batas waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Nasabah 

hanya diberi keringanan penundaan bagi hasil, tidak diberi 

perpanjangan waktu pembayaran. Yang semestinya pembayaran bagi 

hasil dibayarkan tiap bulan, pembayarannya menjadi akhir setelah 

terselesainya pembiayaan pokok yang dipinjamnya. Dan nasabah, dapat 

menyelesaikan pembiayaannya sampai batas waktu yang telah 

ditentukan. Jadi setiap mengambil keputusan dalam menangani 
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pembiayaan bermasalah pihak BRI Syariah harus benar-benar 

mengetahui secara pasti bagaimana kondisi nasabahnya, sehingga 

nasabah dapat melanjutkan kembali kewajibannya untuk membayar 

pembiayaan dengan lancar tanpa merasa terbebani.
5
 

Sebelum dilaksanakan penanganan Rescheduling dan 

Reconditioning, bank akan melakukan beberapa tahapan terlebih 

dahulu, antara lain:
6
 

1. Penanganan diawal Tunggakan  

a. Identifikasi Permasalahan Nasabah  

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat dan 

relevan perlu dilakukan kunjungan terlebih dahulu dengan 

mencari tahu apa yang dihadapi nasabah dengan cara 

wawancara terhadap nasabah, kemudian mencari tahu 

lingkungan sekitar, atau dari data BI (Bank Indonesia) 

dengan cara BI cheking. kemungkinan juga debitur belum 

sempat bereaksi, kemungkinan juga tertagih lebih besar, 

efek keseriusan penanganan, biaya penagiah relative lebih 

murah. 

Analisa masalah penyelamatan merupakan bagian 

pertama dari penyelamatan pembiayaan, karena itu 

merupakan dasar untuk menetapkan strategi. 

b. Negosiasi Pola Penyelamatan 

Identitas permasalahan nasabah menghasilkan 

beberapa kesimpulan aal yang kemudian dikomunikasiakn 

kepada nasabah mengenai pola penyelamatan yang 
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ditawarkan dan disesuaikan dengan kemampuan 

membayar nasabah 

c. Proses Analisis Pembiayaan 

Adalah proses penilaian kembali atas pembiayaan 

bermasalah yang dilakuakn dengan melihat kondisi dan 

prospek usaha nasabah. Jika usaha nasabah pembiayaan 

mmpunyai prospek yang baik, maka pembiayaan dapat 

dilanjutkan. 

d. Pemantauan Terhadap Nasabah 

Pemantauan ini dilakukan agar pihak bank dapat 

mengetahui keadaan perekonomian usaha nasabah. Karena 

dari usaha tersebut bank memperoleh angsurannya yang 

telah diselamatkan dari pembiayaan dari pembiayaan 

macet sebelumnya. 

Hampir sama dengan buku panduan Accounting 

Officer Micro, akan tetapi dalam gambaran praktek yang terjadi 

di lapangan adalah:
7
 

1. Mengetahui Penyebab Pembiayaan masalah 

Dalam kenyataannya, yang penulis ketahui dilapangan 

nasabah mengalami penurunan omset di bisnisnya, sehingga 

nasabah berkominikasi tentang penurunan tersebut kepada 

pihak bank BRI Syariah. 

2. Nasabah juga harus mengajukan surat keterangan penurunan 

omset dengan dilihatkan laporan keuangan disetiap 

transaksinya dan pihak bank juga harus teliti dalam 
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menganalisis laporan keuangan nasabah yang mengajukan 

penurunan omset tersebut 

3. Bank melakuakn surve ulang terhadap usaha nasabah yang 

dikelola. Untuk memastikan jika nasabah tersebut benar-

benar pengalami penurunan omset dalam bisnisnya 

4. Setelah dianalisis kapasitas keuangan nasabah dan telah 

disurve  juga usaha nasabah tesebut, dan kenyataannya 

nasabah mengalami penurunan omset. Pihak bank akan 

menyetujui restracter pengajuan nasabah, akan tetapi jik 

dari anlisis kapasitas tidak mengalami penurunan omset, 

mak bank berhak untuk menolah restracter (pengajuan) 

nasabah. 

5. Jika bank telah menyetujui, bank mengadakan komite 

pembayaran dengan mendatangkan pihat-pihak yang 

berwenang, kemudian akan dilakukan pengakadan ulang. 

Pihak-pihak yang berwenang dalam komite tersebut adalah
8
 

a. Jika pembiayaannya masih mikro/ pembiayaan dari Rp. 

5.000.000 – Rp. 500.000.000  

1) Accounting Officer Micro 

2) UH ( Unit Head) 

3) Pimpinan Cabang Pembantu BRISyariah pati 

4) Reviewer 

5) Pimpinan Cabang BRI Syariah 

b. Jika pembiayaannya diatas Rp. 500.000.000 maka disebut 

pembiayaan makro 

1) Accounting Officer 

2) Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syariah Pati 
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3) Reviewer 

4) Pimpinan Cabang BRI Syariah. 

2. Analisis Terhadap Pelaksanaan Rescheduling Dan Reconditioning 

Terhadap Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada BRI Syariah 

Pada dasarnya, pembiayaan adalah unsur kepercayaan yang 

paling utama digunakan, unsur yang lain adalah mempunyai sifat atau 

pertimbangan saling menolong. Sehingga unsur yang terdapat dalam 

pembiayaan adalah kepercayaan, tenggang waktu, dan tingkat resiko. 

Pembiayaan bermasalah (konsep perbankan) adalah pembiayaan 

yang berada dalam klasifikasi kurang lancar (kol.3), diragukan (kol. 4), 

macet/NPF (kol.5).=> ketentuan Bank Indonesia. Konsep dasar 

penilaian kualitas kredit yaitu: pertama, bila debitur mempunyai lebih 

dari 1 fasilitas pembiayaan, maka jika salah satu fasilitas memburuk 

kolektibilitasnya maka fasilitas yang lain harus diklasifikasikan 

memburuk (one obligator), kedua, jika terjadi perbidaan penilaian 

kualitas pembiayaan, yang diberlakuakn adalah kualitas yang 

diterapkan oleh Bank Indonesia.
9
 

Pihak bank juga melakukan pencadangan Penyisihan 

Penghapusan Aktiva (PPA) untuk meminimalisir pembiayaan 

bermasalah.maksud dari Penyisihan Penghapusan Aktiva adalah bank 

wajib membentuk cadangan terhadap aktiva priduktif sesuai peraturan 

Bank Indonesia dengan jumlah PPA yang wajib dibentuk:  

a. Lancer (kol.1): tanpa tunggakan   => 1% 

b. Dalam Perhatian Khusus (kol.II): 1-30 hari => 5% 

c. Kurang Lancar (kol.III): 31-90 hari  => 15% 

d. Diragukan (kol. IV):91-180 hari   => 50% 

                                                           
9
 Ibid 
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e. Macet (kol. V): >180 hari    => 100% 

Catatan: Penilaian Aset diatas Rp. 5 Milyar Wajib 

Menggunakan Independen Appraisal 

Syarat dilakukannya Rescheduling (penjadwalan kembali 

pembayaran angsuran debitur) antara lain: 

1. Masih mempunyai sumber pembayaran kembali 

2. Memperbaiki kelemaham kredit 

3. Perpanjang tenor 

4. Penyesuaian tanggal angsuran 

Syarat Reconditioning (pengkondisian ulang pembayaran 

angsuran debitur) antara lain: 

1. Masih mempunyai sumber pembayaran kembali 

2. Memperbaiki kelemaham kredit 

3. Perpanjang tenor 

4. Penyesuaian tanggal angsuran 

5. Terdapat perubahan (penurunan) besarnya angsuran 

6. Bank mengubah persyaratan kredit, seperti penambahan jaminan 

Apabila didapati pembiayaan bermasalah yang benar-benar tidak 

bisa membayar tetapi usahanya masih ada, dilakukan restruktur dengan 

cara pengkondisian ulang pembayaran angsuran debitur, nasabah 

kooperatif, dan benar-benar mengalami penurunan omset. Akan tetapi 

jika dengan restruktur nasabah masih tidak bisa tetapi usaha masih ada, 

maka dilakukanlah jual asset secara sukarela baik di jual oleh pihak 

maupun dijual oleh pihak nasabah kemudian dibayarkan ke bank untuk 

melunasi pembiayaan nasabah. Jual asset boleh dilakukan kol 2 jika 

nasabah suka rela untuk dijualkan. Tetapi normalnya jika nasabah 
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sudah kol 3 dengan keterlambatan 90 hari maka harus menjual assetnya. 

Apabila ada sisa dari penjualan asset secara sukarela tersebut maka 

akan diberikan kepada nasabah setelah pembayaran segala sesuatu telah 

dinyatakan lunas. Jika terdapat nasabah yang tidak kooperatif, jalan 

terakhir yang dilakukan oleh bank adalah lelang. Tetapi di BRISyariah 

tidak pernah melakukan lelang tersebut karena lelang sendiri harus 

melalui SP 1, 2, 3 kemudian somasi, lalu didaftarkan ke lembaga lelang. 

Biaya lelang juga tidak sedikit karena harus membayar biaya KPKNL, 

biaya iklan, bayar pajak, dll. Tetapi nasabah BRI Syariah selalu 

kooperatif dan pihak bank juga selalu memberi saran yang baik dan 

selalu menjaga komunikasi kepada nasabah. Sehingga lelang jarang 

digunakan di BRISyariah. 
10

 

Berdasarkan SEBI No.13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 

Tentang Perubahan atas SEBI Nomor 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 

2008 Tentang Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring 

Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa Bank 

Uumum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) akan 

menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk piutang murabahah atau 

piutang istishna’ dengan memperhitungkan nilai wajar obyek 

murabahah atau istishna’. Dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah 

kewajiban nasabah dengan nilai wajar obyek murabahah atau istishna’, 

maka diakui sebagai berikut: 
11

 

                                                           
10

 Wawancara Dengan Bapak Antana Dwi Prabowo Selaku Accounting Officer Mikro 

di BRISyariah KCP Pati Pada Hari Selasa Tanggal 26 Januari 2016 
11 

SEBI No.13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 Tentang Perubahan atas SEBI Nomor 

10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank 

Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa Bank Uumum Syariah (BUS) atau Unit Usaha 

Syariah (UUS) 
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1. apabila nilai wajar lebih kecil daripada jumlah kewajiban nasabah, 

maka sisa kewajiban nasabah tersebut tetap menjadi hak BUS atau 

UUS, yang penyelesaiannya disepakati antara BUS atau UUS dan 

nasabah;  

2. apabila nilai wajar lebih besar daripada jumlah kewajiban nasabah, 

maka selisih nilai tersebut diakui sebagai uang muka ijarah 

muntahiya bittamlik atau menambah porsi modal nasabah untuk 

musyarakah atau mengurangi modal mudharabah dari BUS atau 

UUS.  

Bank hanya dapat melakukan Rescheduling, Reconditioning dan 

Restructuring pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria 

sebagai berikut : 
12 

a) nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan 

b) nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi 

kewajiban setelah restrukturisasi. 

Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring untuk 

Pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang 

memenuhi kriteria sebagai berikut:
13

 

1) nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan 

2) terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah 

dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. 

Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan 

bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. 

Disamping 2 (dua) kriteria di atas maka bank syariah akan melakukan 

                                                           
12 

Ibid 
13 

Ibid 



 
 
 

57 
 

 
 

penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi 

apabila nasabah masih mempunyai itikad baik dalam arti masih mau 

diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, 

akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak 

dapat diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan 

bermasalah maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian 

pembiayaan bermasalah. 

Adapun landasan syariah yang dapat mendukung upaya 

Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring pembiayaan yaitu : 
14 

1. Dalam surat Al Baqarah (2):276 :  

                        

”Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak 

menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa ” 

(QS. Al-Baqarah:276) 

 

2. Dalam surat Al Baqarah (2) : 280:  

                     

    

” dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 

tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian 

atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.(QS. 

Al-Baqarah:280) 

3. Dalam surat Al Baqarah (2) : 286 :  

                                                           
14

 Ibid 
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                             

                       

                         

                          

    

 

” Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia mendapat pahala (atas kebajikan) yang 

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 

dikerjakannya”. Dari kutipan ayat Al Quran diatas selalu 

digarisbawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya 

toleransi terhadap nasabah bila menghadapi nasabah sedang 

mengalami kesulitan ( dalam arti sebenar-benarnya) membayar 

kembali kewajibannya”.(QS. Al-Baqarah:286) 

 

4. Hadits Nabi riwayat Muslim : 

”  orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, 

Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah 

senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong 

saudaranya. 

Jadi dalam analisis Rescheduling dan Reconditioning ini telah 

sesuai dengan ajuran yang ada di al-Qur’an dan Hadits, Fatwa DSN 

MUI No. 47 Tahun 2005 tentang : Penyelesaian Piutang Murabahah 

bagi Nasabah yang tidak mampu membayar dan Berdasarkan SEBI 

No.13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 Tentang Perubahan atas SEBI 

Nomor 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 Tentang Rescheduling, 

Reconditioning dan Restructuring Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan 

Unit Usaha Syariah juga telah menyetujui di adakannya Rescheduling 
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dan Reconditioning untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan 

pembayaran pembiayaan yang tertunda. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Secara administratif, pelaksanaan rescheduling dan reconditioning 

dalam menangani pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP 

Pati sama, yaitu dimulai dari nasabah melengkapi persyaratan 

permohonan atas turunnya omset yang menyebabkan penundaan 

pembayaan angsuran. Setelah persyaratan dilengkapi dapat 

diajukan ke kantor cabang. Setelah itu persyaratan akan 

didokumentasikan dan kemudian bank akan mensurvei lokasi 

usaha yang mengalami penurunan omset tersebut yang akan 

dilakukan oleh anggota marketing dan reviewer. Kemudian hasil 

survei akan dirapat komitekan untuk memberikan keputusan 

persetujuan dilakukannya rescheduling dan reconditioning. 

Apabila pada rapat komite tersebut memutuskan untuk menyetujui 

dilakukannya rescheduling dan reconditioning maka dalam 

pengulangan akad harus tertera keterangan melakukan 

rescheduling atau reconditioning. Sedangkan secara praktiknya, 

melakukan rescheduling berarti tertera maksimal perpanjangan 

jangka waktu angsuran dan jika melakukan reconditioning berarti 

tertera berapa nominal penurunan bagi hasil dan berapa nominal 

angsuran yang harus dibayar. 

2. Pelaksanaan dalam penanganan pembiayaan bermasalah di BRI 

Syariah KCP Pati dengan menggunakan rescheduling dan 

reconditioning telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional 

No. 47 Tahun 2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah. 
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Karena pelaksanaan rescheduling dan reconditioning ini bertujuan 

untuk menolong atau meringankan beban nasabah yang memang 

benar-benar mengalami penurunan omset dan membantu nasabah 

untuk tetap maju dalam mengelola bisnis kembali. 

B. Saran 

Kepada BRI Syariah Cabang Pati berkaitan dengan produksi 

pembiayaan dengan harapan seluruh produk pembiayaan dapat 

berkembang lebih baik: 

1. Pengenalan produk pembiayaan kepada masyarakat yang lebih 

luas untuk menarik nasabah dari bank konvesional ke BRI Syariah 

2. Perlu adanya peningkatkan dalam penanganan pembiayaan yaitu 

dengan lebih mengedepankan hubungan kemitraan antara pihak 

bank dan nasabah 

3. Diperlukan ketelitian dalam menganalisis 5C nasabah pengajuan 

pembiayaan untuk menghindari pembiayaan bermasalah. 

4. Setelah melakukan Rescheduling dan Reconditioning bank juga 

harus memantau nasabah dalam usaha bisnisnya dan 

pembayarannya agar tidak menunggak untuk kedua kali. 

C. Penutup 

Rasa syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan kehadiran 

Allah SWT. Karena atas rahmat dan karunianya penulis dapat 

menyelesaikan penyusun Tugas Akhir ini dalam bentuk sederhana. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih 

banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan pembaca 

memberi saran atau kritikan yang dapat membangun penulis untuk 

perbaikan, penyempurnaan, pemanfaatan Tugas akhir ini. Penulis 

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam proses penyusutan Tugas Akhir ini. 
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